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Abstrak : penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi transfer fiskal  terhadap disparitas income di 
Kabupaten Merauke . Jenis data yang digunakan ialah data time series yang dimulai dari tahun 2010-2018 dan 
pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yang bersumber Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Merauke dan Internet. Data dianalisis dengan menggunakan model analisis regresi dengan bantuan software 
SPSS 21. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial maupun simultan transfer fiskal berupa variabel 
dana alokasi umum dan variabel dana otonomi khusus berpengaruh signifikan secara positif terhadap variabel 
disparitas income di Kabupaten merauke. 
Kata Kunci : transfer fiskal, disparitas income, otonomi daerah 
Abstract: This study aims to determine the implications of fiscal transfer to income disparity in Merauke 
Regency. The type of data used is time series data which began in 2010-2018 and the data collection was 
carried out using the documentation method sourced from the Central Statistics Agency of Merauke Regency 
and the Internet. Data were analyzed using regression analysis models with the help of SPSS 21 software. The 
results showed that partially or simultaneously fiscal transfers in the form of general allocation fund variables 
and special autonomy fund variables had a significant positive effect on income disparity variables in Merauke 
Regency. 
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PENDAHULUAN  
Berlakunya otonomi daerah menimbulkan mekanisme pelimpahan kewenangan dari pemerintah 
pusat ke daerah dengan tujuan pokok untuk menertibkan pemerataan dalam segala aspek. 
[1]berpendapat bahwa desentralisasi fiskal memberikan akan memberikan manfaat yang optimal. 
Otonomi daerah yang berimplikasi pada tranfer fiskal akan meningkatkan kemampuan fiskal 
daerah dalam rangka pengadaan fasilitas publik yang berhubungan dengan produktivitas aparatur 
pemerintah maupun masyarakat.  
Dengan demikian daerah akan lebih fokus dalam menyelenggarakan aktivitas pembangunan 
sesuai potensi yang dimiliki. Otonomi daerah juga hadir dengan tujuan untuk memperkecilkan 
semakin lebarnya ketimpangan pendapatan antar golongan masyarkat dalam suatu wilayah. 
[2]dengan studi empirisnya membuktikan bahwa ketimpangan di Provinsi Gorontalo dipengaruhi 
oleh variabel PDRB Per Kapita, IPM, maupun rasio belanja infrastruktur. Sementara itu 
[3]membuktikan bahwa transfer fiskal pemerintah pusat ke daerah signifikan mempengaruhi 
ketimpangan pendapatan. 
Dengan hadirnya regulasi otonomi daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke akan 
lebih fokus dalam mengakses, mengontrol, mengimplementasikan dan mengevaluasi kinerja 
pembangunan sesuai amanat rakyat.  Pembangunan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Merauke 
mengalami perkembangan yang pesat namun diringi pula dengan meningkatnya disparitas 
pendapatan walaupun berstatus rendah antar golongan masyarakat terutama di wilayah kota. 
                               Tabel 1. Indeks Gini Rasio Kabupaten Merauke 
Tahun Indeks Gini Rasio 
2010 0.35 
2011 0.39 
2012 0.41 
2013 0.47 
2014 0.45 
2015 0.42 
2016 0.34 
2017 0.44 
2018 0.43 
                                                              Sumber : BPS Kab. Merauke (data diolah) 
Distribusi pendapatan (income distribution) merupakan salah satu indikator penting 
perkembangan perekonomian daerah[4]. Merupakan sebuah realita bahwa ketimpangan 
pendapatan antara penduduk merupakan problematika ekonomi yang berdampak bagi seluruh 
aspek kehidupan. Di Kabupaten Merauke fenomena disparitas income antar kelompok 
masyarakat telah nampak sehingga tranfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah harus benar-
benar direalisasikan bagi kebutuhan daerah. Semakin tinggi kesenjangan antara golongan 
masyarakat maka akan menimbulkan berbagai problem maupun konflik baik itu secara ekonomi, 
sosial, politik maupun hukum. Oleh sebab itu, sebagai salah satu solusi dalam meminimalkan 
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disparitas pendapatan maka perlu dilakukan kajian tentang hal tersebut agar dapat diketahui 
bagaimana implikasi transfer fiskal terhadap disparitas income.[5] 
METODE 
Lokasi Penelitian 
Penelitian ini bertempat  di Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke dengan tujuan untuk 
memperoleh data indeks gini ratio, dana alokasi umum dan dana otonomi khusus dari tahun 2010 
sampai dengan tahun 2018. 
 
Analisis Data 
Model regresi berganda diterapkan untuk meramalkan tingkat signifikan antara variabel 
dimaksud dapat dijabarkan dalam persamaan sebagai berikut : 
Y = β0 + β1lnX1 + β2lnX2 + ε 
Keterangan : 
Y : disparitas income (DI) 
β0 : konstanta 
X1 : dana alokasi umum (DAU) 
X2 : dana alokasi khusus (DOK) 
β1, β2 : koefisien regresi 
ε : error term 
 
HASIL PENELITIAN 
Uji Koefisien Determinasi 
 
                               Tabel 2 Koefisien Determinasi 
                                                        Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
1 .967a .934 .923 449.63904 
a. Predictors: (Constant), DAU, DOK 
b. Dependent Variable: DI 
 
Merujuk pada hasil estimasi tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai R sebesar 0,967 atau 96,7%. 
Angka sebesar 96,7% mengindikasikan bahwa DAU dan DOK memiliki hubungan yang kuat 
dengan DI sendangkan 3,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain dari luar model.  
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Uji Simultan (Uji-F)   
Tabel 3 Uji Simultan (uji-F) 
ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 34538732.554 2 17269366.277 85.418 .000b 
Residual 2426103.179 12 202175.265   
Total 36964835.733 14    
a. Dependent Variable: DI 
b. Predictors: (Constant), DAU, DOK 
 
Merujuk pada nilai F hitung sebesar 85.418 dengan signifikasi sebesar 0.000. Artinya bahwa 
secara keseluruhan DAU dan DOK berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap DI 
 
Uji Parsial (Uji-t) 
Tabel 4. Uji Parsial (Uji-t) 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
 B Std. Error Beta   
1 
(Constant) -6865.922 878.696  -7.814 .000 
DAU 3.254E-007 .000 .040 .505 .023 
DOK .067 .005 .979 .498 .000 
a. Dependent Variable: DI 
 
Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa variabel DAU berpengaruh signifikan secara positif terhadap 
variabel disparitas income dengan nilai t sebesar 0.505 dan signifikan pada nilai 0.023. Artinya 
pada saat DAU mengalami peningkatan 1% maka diiringi pula dengan peningkatan disparitas 
income sebesar 5.05%. Variabel DOK berpengaruh signifikan secara positif terhadap variabel 
disparitas income dengan nilai t sebesar 0.498 dan signifikan pada nilai 0.000. Di mana hasil 
berarti pada saat DOK mengalami peningkatan 1% akan meningkatkan disparitas income sebesar 
4,98%. 
 
PEMBAHASAN 
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial maupun simultan variabel DAU dan variabel 
DOK berpengaruh signifikan secara positif terhadap disparitas income. Hal tersebut terjadi 
karena DAU dan DOK tidak secara efektif dan efisien direalisasikan sesuai dengan rencana 
pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sehingga transfer fiskal dari pemerintah pusat 
ke daerah cenderung meningkatkan disparitas. Di samping itu DAU dan DOK hanya 
diprioritaskan bagi pembangunan manusia maupun infrastruktur publik sehingga tidak 
Vol. 2  No. 1    / Musamus Journal of Economics Development (MJED) 2019 
28 
 
menyentuh pemberdayaan perekonomian masyarakat secara langsung dengan berbagai terobosan 
yang menyangkut kewirausahaan. Akhirnya produktivitas masyarakat untuk menghasilkan 
barang maupun jasa sangat rendah sehingga kemampuan daya beli juga rendah. 
Dalam era otonomi daerah dengan adanya pelimpahan kekuasaan dan wewenang dari pemerintah 
pusat ke daerah untuk mempelopori pembangunan namun sesuai dengan pola kehidupan 
sebagian masyarakat di Kabupaten Merauke yang masih bergantung pada hasil alam. Hasil alam 
tersebut digunakan hanya untuk kegiatan konsumsi sementara pada kenyataannya bahwa hasil 
alam tersebut dapat diproduksikan menjadi barang jadi dan dipasarkan untuk memperoleh 
pendapatan. Di sisi lain, belum adanya konsep yang terintegrasi dalam pengembangan fasilitas 
publik yang berhubungan dengan produktivitas masyarakat. 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa transfer fiskal berupa DAU dan DOK 
berpengaruh positif secara signifikan terhadap disparitas income. Artinya bahwa transfer fiskal 
dari pemerintah pusat ke daerah cenderung meningkatkan disparitas pendapatan masyarakat di 
Kabupaten Merauke 
Sehingga untuk mencegah disparitas yang semakin melebar maka dibutuhkan pemberdayaan 
ekonomi kerakyatan dalam rangka meningkatkan produktivitas penduduk. Transfer fiskal berupa 
DAU dan DOK harus secara efektif dan efisien diimplementasikan kepada penduduk sesuai 
rancangan pembangunan daerah. 
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